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KATA PENGANTAR 

!ÓÓÁÌÁÍÕȭalaikum Warohmatullahi Wabarakatuh 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena hanya atas ijin dan 

karunia-Nya Pedoman Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi ini 

dapat diselesaikan. Diharapkan melalui pedoman ini program PKP Berbasis Zonasi dapat 

dilaksanakan dengan efektif. 

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu 

upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

meningkatkan kualitas lulusan dalam hal ini peserta didik. Program ini dikembangkan 

mengikuti arah kebijakan Kemendikbud yang menekankan pembelajaran berorientasi 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS). 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru profesional 

memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan prestasi peserta didik. 

Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. 

Dalam upaya menjaga keprofesionalannya, guru senantiasa harus meng-update diri dengan 

melakukan berbagai pengembangan keprofesian berkelanjutan.  Selama ini program 

pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dikembangkan oleh Ditjen GTK didasarkan 

pada hasil Uji Kompetensi Guru, lebih memfokuskan pada peningkatan kompetensi guru 

terutama dalam kompetensi pedagogi dan profesional, adapun Program PKP Berbasis 

Zonasi ini lebih memfokuskan pada upaya memintarkan siswa melalui pembelajaran 

berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.  Terkait dengan itulah, memintarkan 

siswa melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi, pedoman ini 

dikembangkan. 

Pedoman ini terdiri dari tujuh bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Program Peningkatan 

Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi (PKP Berbasis Zonasi), Bab III Pelaksanaan 

Program PKP Berbasis Zonasi, Bab IV Penilaian, Pensertifikatan dan Pelaporan, Bab V 

Standar Penyelenggaraan, Bab VI Penjaminan Mutu, dan Bab VI Penutup. 
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Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada tim penyusun dan 

berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif mewujudkan 

penyelesaian pedoman ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya yang kita lakukan. 

Aamiin.  

7ÁÓÓÁÌÁÍÕȭÁÌÁÉËÕÍ 7ÁÒÏÈÍÁÔÕÌÁÈÉ 7ÁÂÁÒÏËÁÔÕÈȢ 

 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan, 

 

 

 

Dr. Supriano, M.Ed 

NIP. 196208161991031001 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang    

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 

57 menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu 

pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara 

pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap 

peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal 

untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. 

Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. UN adalah 

sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan 

persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat 

Penilaian Pendidikan. Sebagai bagian dari evaluasi, Indonesia melakukan 

benchmark internasional dengan mengikuti Trends in International Mathematics 

and Science Study (TIMSS) dan Programme for International Student Assessment 

(PISA). 

Hasil TIMMS tahun 2015 untuk kelas IV sekolah dasar, Indonesia mendapatkan 

rata-rata nilai 397 dan menempati peringkat 4 terbawah dari 43 negara yang 

mengikuti TIMMS (Sumber: TIMMS 2015 International Database). Sekitar 75% 

item yang diujikan dalam TIMSS telah diajarkan di kelas IV Sekolah Dasar dan hal 

tersebut lebih tinggi dibanding Korea Selatan yang hanya 68%, namun kedalaman 

pemahamannya masih kurang. Dari sisi lama pembelajaran siswa Sekolah Dasar 

dan jumlah jam pelajaran matematika, Indonesia termasuk paling lama di antara 

negara lainnya, tetapi kualitas pembelajarannya masih perlu ditingkatkan. 

Sementara untuk PISA tahun 2015, Indonesia mendapatkan rata-rata nilai 403 

untuk sains (peringkat ketiga dari bawah), 397 untuk membaca (peringkat 

terakhir) , dan 386 untuk matematika (peringkat kedua dari bawah) dari 72 negara 

yang mengikuti (Sumber: OECD, PISA 2015 Database). Meskipun peningkatan 
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capaian Indonesia cukup signifikan dibandingkan hasil tahun 2012, namun capaian 

secara umum masih di bawah rerata negara OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development).  

Hasil pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA 

maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih 

lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skill) 

seperti menalar, menganalisa, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus 

dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skill) agar terdorong 

kemampuan berpikir kritisnya. 

Salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa adalah 

menyelenggarakan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP). 

Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, serta pemerataan mutu pendidikan, 

maka pelaksanaan Program PKP mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, 

atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini, pengelolaan Pusat 

Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD, atau musyawarah guru 

mata pelajaran (MGMP) SMP/SMA/SMK, dan musyawarah guru bimbingan dan 

konseling (MGBK), yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon, dapat 

terintegrasi melalui zonasi pengembangan dan pemberdayaan guru. Zonasi 

memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan 

terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai 

rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.  

Pedoman ini disusun untuk memberikan arah dalam implementasi Program 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi. 
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B. Dasar Hukum  

Program PKP Berbasis Zonasi dikembangkan dengan memperhatikan beberapa 

peraturan sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2008 tentang Guru. 

5. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter. 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka 

Kreditnya. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah. 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Konselor. 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

Pendidikan Khusus. 
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12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran 

Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan 

Pendidikan. 

C. Tujuan   

Pedoman ini disusun untuk memberikan rambu-rambu bagi para pemangku 

kepentingan dalam menyelenggarakan Program PKP Berbasis Zonasi. 

D. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup  Pedoman Program PKP Berbasis Zonasi ini mencakup : 

1. Konsepsi Program PKP Berbasis Zonasi. 

2. Konsepsi Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran. 

3. Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi. 

4. Penilaian dan Sertifikasi. 

5. Standar Penyelenggaraan 

6. Penjaminan Mutu Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi. 
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BAB II 

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP) 

BERBASIS ZONASI 

A. Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran   

1. Pengertian  

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran, selanjutnya akan disingkat 

dengan Program PKP, merupakan program yang bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam 

merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran 

yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi ( Higher Order 

Thinking Skills/HOTS). Program ini merupakan bagian dari program 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 

16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.  

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan 

kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, 

berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesiannya. Pada Program PKB 

terdahulu yang dikembangkan oleh Ditjen GTK sebelumnya, yang didasarkan 

pada hasil Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi 

guru khususnya kompetensi pedagogi dan profesional. Sedangkan Program 

PKP lebih berfokus pada upaya mencerdaskan siswa melalui pembelajaran 

berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Penyelenggaraan program 

PKP Berbasis Zonasi didesain dengan grand desain seperti pada gambar 2.1 

berikut ini.  
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Gambar 2.1 Grand Desain Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran 

 

2. Kegiatan  

Penyiapan Program PKP yang mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, 

atau dikenal dengan istilah zonasi, dilaksanakan oleh Ditjen GTK mulai dari 

penyusunan Pedoman Program PKP Berbasis Zonasi, Petunjuk Teknis 

Program PKB Berbasis Zonasi, Buku Pegangan Pembekalan Narasumber 

Nasional/Instruktur/Guru Inti Program PKP Berbasis Zonasi, Unit 

Pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), soal tes awal dan 

tes akhir serta instrumen penjaminan mutu. Pedoman ini memberikan 

gambaran utuh tentang Program PKP Berbasis Zonasi. Buku Pegangan 

Pembekalan Narasumber/Instruktur/Guru Inti  memberikan panduan 

tentang pelaksanaan pelatihan khususnya skenario pelatihannya. Unit 

Pembelajaran berisi materi pembelajaran dalam satu Kompetensi Dasar 

disertai dengan contoh latihan/kasus/tugas sesuai dengan berbagai model 

pembelajaran yang dipilih. RPP yang disusun oleh tim pengembang 

merupakan contoh RPP berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.  
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Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dirancang dalam bentuk 

pelatihan berjenjang mulai dari Pembekalan Narasumber Nasional, 

Instruktur Nasional, dan Guru Inti yang masing-masing memiliki pola 60 Jam 

Pelajaran (JP), dan Pelatihan Guru Sasaran dengan pola 82 JP (dengan pola 

In-On-In). Lebih lanjut tentang pelatihan ini akan dibahas pada Bab III.  

B. Zona Peningkatan  Kompetensi Pembelajaran  

1. Pengertian  

Zona peningkatan kompetensi pembelajaran pada hakikatnya merupakan 

bagian dari strategi percepatan pembangunan pendidikan yang merata, 

berkualitas, dan berkeadilan (Integrasi Pembangunan), melalui pengelolaan 

pusat kegiatan guru (PKG), kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru 

mata pelajaran (MGMP), dan musyawarah guru bimbingan dan konseling 

(MGBK), yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon, khususnya 

dalam peningkatan kompetensi pembelajaran, yang terintegrasi secara 

verti kal dari Satuan Pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat sesuai 

dengan kewenangan masing-masing, yang berkesinambungan dari 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar. 

2. Tujuan  

Sejalan dengan pengertian di atas, zona peningkatan kompetensi 

pembelajaran bertujuan untuk : 

a. Mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 

b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas peningkatan kompetensi 

pembelajaran, di mana kegiatan dilakukan secara terintegrasi dalam satu 

area wilayah dengan mempertimbangkan jarak, akses, dan volume guru 

yang ikut serta. 

c. Memudahkan dalam melakukan pemetaan kompetensi, kinerja, serta 

aktivitas guru. 
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d. Memudahkan dalam melakukan pembinaan terhadap program 

peningkatan kompetensi guru sesuai dengan hasil pemetaan yang 

dilakukan. 

e. Memudahkan dalam melakukan supervisi dan koordinasi peningkatan 

kompetensi pembelajaran. 

3. Mekanisme Penetapan Zona Peningkatan  Kompetensi Pembelajaran  

Penetapan zona peningkatan kompetensi pembelajaran dilakukan dengan 

mempertimbangkan rambu-rambu berikut : 

a. Penetapan zona didasarkan pada pengklasifikasian setiap Satuan 

Pendidikan menurut definisi/tema zonasi yang akan disusun. 

b. Penentuan sekolah nominasi pusat zona mempertimbangkan indikator 

skala nasional, yaitu Akreditasi Sekolah, serta indikator kontrol yang 

mencakup hasil Ujian Nasional (UN), Uji Kompetensi Guru (UKG), dan 

Hasil Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP). Pada tahap ini, pertimbangan 

terhadap dukungan sarana dan prasarana dan dukungan peningkatan 

kompetensi guru menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan terhadap 

dukungan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan kelayakan 

ruang kelas, laboratorium komputer dan laboratorium lainnya, sumber 

listrik, internet, pelaksana UNBK, sanitasi, perpustakaan, dan sarana 

pendukung lainnya. Sementara itu, untuk pendukung proses belajar 

mengajar harus mempertimbangkan faktor-faktor guru yang sudah 

berkualifikasi, bersertifikasi, guru yang mengajar minimal 24 jam, serta 

faktor lainnya. 

c. Perancangan program peningkatan kompetensi pembelajaran yang ada 

di zona yang telah ditetapkan harus mempertimbangkan karakteristik  

satuan pendidikan, baik jarak, akses, maupun jumlah dan sebaran guru. 

d. Pemantauan terhadap wilayah-wilayah zonasi melalui pemberdayaan 

PKG/KKG/MGMP/MGBK dengan sekolah pusat zona sebagai basis 

kelompok/zona. 
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4. Pengelolaan Zona Peningkatan  Kompetensi Pembelajaran  Berbasis 

Zonasi 

Pengelolaan zona peningkatan kompetensi pembelajaran dilakukan melalui 

tahapan sebagai berikut: 

a. Menetapkan wilayah zona peningkatan kompetensi pembelajaran 

berdasarkan radius terdekat dengan sekolah yang akan dijadikan tempat 

kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi yang berada di wilayah zonasi 

yang telah ditentukan. 

b. Melakukan analisis jumlah guru sesuai bidang tugas yang diampu di 

masing-masing zona.  

c. Menetapkan PKG, KKG, MGMP, dan MGBK berdasarkan jumlah 

keanggotaan pada rentang 10-20 orang per kelompok. 

d. Melakukan analisis kebutuhan guru inti untuk masing-masing zona.  

1) Idealnya setiap bidang atau mata pelajaran (mapel) pada jenis dan 

jenjang pendidikan diampu oleh seorang guru inti.  

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, jika jumlah zonasi 

sebanyak 4.000 dan jumlah jenis guru semua  bidang dan mapel 

sebanyak 205, maka jumlah kebutuhan guru inti secara nasional 

adalah sebanyak 820.000 orang.  

Tabel 2.1 Kebutuhan Guru Inti untuk Setiap Mata Pelajaran/Bidang pada 
Jenis dan Jenjang Pendidikan per Zonasi 

Guru Inti  Jumlah Keterangan  
SD 3 Guru Kelas, Guru PJOK, dan Guru Agama 
SMP 12 Guru Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, PJOK, IPA, IPS, Matematika, Seni 
Budaya, PKn, Prakarya, TIK, BK 

SMA 23 Guru Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa 
Inggris, PJOK, Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah, 
Geografi, Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, 
Matematika, Seni Budaya, PKn, Prakarya, 
TIK, BK, Bahasa Jepang, Bahasa Arab, Bahasa 
Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin 

SMK 146 Kompetensi Keahlian Produktif 
15 Guru Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, PJOK, IPA, Biologi, Fisika, Kimia, 
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Guru Inti  Jumlah Keterangan  
Sejarah, Ekonomi, Matematika, Seni Budaya, 
Prakarya dan Kewirausahaan, PKn, BK 

SLB 5 Tunadaksa, Tunanetra, Tunagrahita, 
Tunarungu, Autis 

TK 1 Guru TK 
Jumlah  205  

 

2) Jika karena pertimbangan keterbatasan alokasi pendanaan dan waktu 

untuk menyiapkan guru inti di masing-masing bidang atau mapel 

dalam satu zona, maka dimungkinkan untuk diampu oleh satu orang 

guru inti pada setiap jenis dan jenjang pendidikan atau rumpun 

mapelnya masing-masing.  

Dengan menggunakan pendekatan berikut , jika jumlah zonasi 

sebanyak 4.000 dan jumlah jenis guru dalam satu rumpun atau lintas 

jenjang satuan pendidikan sebanyak 16 orang (belum termasuk guru 

inti untuk SMK. Ini karena pembelajran di SMK pada umumnya sudah 

berorientasi pada HOTS. Hal ini dapat dilihat dari Indikator-indikator 

pencapaian kompetensi siswa. Indikator-indikator tersebut sudah 

meliputi indikator untuk C4, C5, dan C6), maka jumlah kebutuhan 

guru inti secara nasional adalah sebanyak 64.000 orang.  

Tabel 2.2 Kebutuhan Guru Inti sesuai Rumpun Mata Pelajaran di Setiap 
Jenis dan Jenjang Pendidikan per Zonasi 

Guru Inti  Jumlah Keterangan  
SD 1 Guru Kelas 
SMP -  
SMA 13 Guru Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, PJOK, IPA, IPS Matematika, Seni 
Budaya, PKn, Prakarya, TIK, BK, Bahasa 
Asing lain  

SMK * disesuaikan dengan sebaran dan 
lingkup program keahlian  

SLB 1 Guru Kelas  
TK 1 Guru TK 
Jumlah  16 + *  

Keterangan: *) jumlah disesuaikan dengan sebaran dan lingkup 

program keahlian 
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e. Melakukan analisis kebutuhan dan waktu pelaksanaan pembekalan guru 

inti oleh masing-masing UPT sesuai jumlah guru inti di masing-masing 

zona.  

Jika menggunakan asumsi pada poin c.2, di mana jumlah guru inti 

sebanyak 64.000 orang, maka jumlah kelas yang dibutuhkan dengan rata-

rata 40 orang perkelas, sebanyak 1.600 kelas. Jika menggunakan asumsi 

satu satker melatih sebanyak 4.000 orang guru inti atau 100 kelas, dan 

dilakukan sebanyak 5 tahap, maka dibutuhkan 20 orang widyaiswara 

atau narasumber. 

C. Tujuan dan Manfaat  

Tujuan Program PKP Berbasis Zonasi adalah meningkatkan kompetensi siswa 

melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai dengan 

mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir 

tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).  

Manfaat Program PKP Berbasis Zonasi adalah sebagai berikut: 

a. Membiasakan guru untuk membuat pembelajaran yang berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

hingga penilaiannya;   

b. Membiasakan siswa untuk berpikir tingkat tinggi sehingga dapat 

meningkatkan kompetensinya; 

c. Memberikan acuan kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi 

akademik; 

d. Memberikan acuan kepada pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi 

akademik dan manajerial. 

D. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program  

1. Taat Azas 

Program dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang 

diselenggarakan di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota.  
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2. Berbasis Kompetensi  

Program merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dan oleh karenanya program ini berpedoman pada standar isi, 

kompetensi inti dan kompetensi dasar, standar proses, dan standar penilaian 

pada Kurikulum 2013.  

3. Terstandar  

Pengelolaan Program harus memenuhi standar yang ditetapkan meliputi  

standar pengelolaan, standar fasilitator, standar sarana dan prasarana, 

standar penilaian, standar penyelenggaraan, standar waktu pelaksanaan, 

dan standar sertifikat. 

4. Profesional  

Hasil analisa kesulitan peserta didik dalam mengikuti UN dan USBN menjadi 

dasar untuk PKP guru sesuai dengan jenjang satuan pendidikan. Selain itu, 

hasil UKG guru TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK dan hasil UKK guru kejuruan 

digunakan dalam analisis kebutuhan peningkatan kompetensi di masing-

masing PKG, KKG, MGMP, atau MGBK.  

5. Transparan  

Proses perencanaan dan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan 

sampai dengan pelaporan dilakukan secara terbuka dan transparan serta 

dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan. 

6. Akuntabel  

Proses dan hasil Program dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku 

kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. 

Kredibilitas dari pelaksanaan proses dan hasil program dapat dipercaya 

semua pihak. 

7. Berkeadilan  

Semua guru pada setiap sekolah diharapkan akan mengikuti Program PKP 

Berbasis Zonasi. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Program PKP 

Berbasis Zonasi serta pertimbangan akan adanya keterbatasan dana di Pusat, 
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maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat membantu dan berkontribusi 

dalam mengalokasikan dana melalui APBD sehingga kekurangan tersebut 

dapat diatasi. 

E. Sasaran Program Diklat  

Sasaran Program PKP Berbasis Zonasi adalah guru pada semua jenjang satuan 

pendidikan mulai dari TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan 

SMK/SMKLB.  

F. Penyelenggara Program PKP Berbasis  Zonasi 

Program PKP Berbasis Zonasi merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh 

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melibatkan UPT, Dinas 

Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, masyarakat penyelenggara satuan 

pendidikan, asosiasi profesi guru serta komunitas Guru dan Tenaga 

Kependidikan (GTK). Bagan Penyelenggara Program PKP Berbasis Zonasi dapat 

ditunjukkan seperti pada Gambar 2.2. 
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Bagan 2. 1. Bagan Organisasi Penyelenggara Program PKP Berbasis Zonasi 

 

Penyelenggara Program PKP Berbasis Zonasi di tingkat Pusat adalah PPPPTK, 

LPPPTK-KPTK, dan LPPKS dengan wilayah binaan seperti pada Lampiran 1, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Pelaksana Program PKP Berbasis Zonasi bagi guru Sekolah Dasar (SD) adalah 

PPPPTK Matematika, PPPPTK IPS, PPPPTK IPA, PPPPTK Bahasa, PPPPTK 

Penjas dan BK, PPPPTK TK dan PLB, serta LPPKS. 

2. Pelaksana Program PKP Berbasis Zonasi bagi guru mata pelajaran umum 

pada jenjang TK, PLB, SMP, SMA dan SMK adalah PPPPTK sesuai bidang 

mapelnya dengan sasaran wilayah seluruh Indonesia, kecuali bagi mapel 

TIM PENGARAH 

TIM PUSAT 

Ditjen GTK, Ditjen Dikdasmen, Ditjen PAUD Dikmas, 

Ditjen Kebudayaan, Badan Bahasa 

PPPPTK, LPPPTK-KPTK, LPPKS 

LPMP, Balai Diklat, UPT 

TIM PROVINSI/KAB./KOTA 

Dinas Pendidikan Provinsi/Kab./Kota 

Lembaga Diklat Daerah, Asosiasi Profesi, 

Masyarakat Penyelenggata Satuan Pendidikan 

KOMUNITAS GTK 

Gugus, KKG, MGMP, MGBK 
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terapan seperti Matematika, IPA, Fisika, Kimia, Biologi dan lain-lain, 

dilaksanakan oleh PPPPTK Kejuruan yang relevan.  

3. Pelaksana Program PKP Berbasis Zonasi bagi guru mata pelajaran bahasa 

daerah adalah PPPPTK Bahasa, kecuali untuk mata pelajaran Bahasa Sunda 

oleh PPPPTK TK dan PLB, Bahasa Bali oleh PPPPTK BOE, Bahasa Jawa oleh 

PPPPTK Seni dan Budaya, sedangkan Bahasa Madura oleh PPPPTK PKn dan 

IPS. 

4. Pelaksana Program PKP Berbasis Zonasi bagi guru mata pelajaran Seni 

Budaya pada jenjang SMP dan SMA adalah PPPPTK Seni dan Budaya. 

5. Pelaksana Program PKP Berbasis Zonasi bagi guru TIK jenjang SMP, SMA dan 

SMK adalah LPPPTK-KPTK dengan wilayah perwalian seluruh Indonesia. 

6. Pelaksana Program PKP Berbasis Zonasi bagi guru Prakarya Bidang Keahlian 

Kerajinan adalah PPPPTK Seni dan Budaya, sedangkan Tata Boga oleh 

PPPPTK Bisnis dan Pariwisata. 

7. Pelaksana Program PKP Berbasis Zonasi pada jenjang SMK untuk bidang 

Teknologi dan Rekayasa, Energi dan Pertambangan, Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Agribisnis dan Agroteknologi, 

Kemaritiman, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Seni dan Industri Kreatif 

adalah PPPPTK Kejuruan dan LPPPTK-KPTK terkait dengan wilayah 

perwalian seluruh Indonesia. 

8. Pelaksana Program PKP Berbasis Zonasi bagi guru Bidang Keahlian 

Kemaritiman pada Kompetensi Keahlian  Agribisnis Ikan Air Tawar, 

Agribisnis Ikan Hias dan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan adalah 

PPPPTK Pertanian dengan wilayah perwalian seluruh Indonesia. 

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan Program PKP Berbasis Zonasi yang 

dikoordinasikan oleh UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota, Badan Diklat Daerah, PKG/KKG/MGMP/MGBK dan Satuan 

Pendidikan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi, dunia usaha/dunia 

industri, serta masyarakat sebagai bagian dari ekosistem peningkatan 

kompetensi guru.  
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G. Pembagian Tugas dan Peran 

Tugas dan peran masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  

Ditjen GTK adalah unit utama penyelenggara Program PKP  Berbasis Zonasi 

secara nasional dengan tugas sebagai berikut. 

a. Mengembangkan kebijakan pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi. 

b. Menyusun Pedoman Program PKP Berbasis Zonasi. 

c. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi. 

d. Menyusun perangkat untuk pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi. 

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi pada 

semua jenjang. 

f. Melaksanakan penyamaan persepsi tim pengembang/fasilitator 

pembekalan Narasumber Nasional. 

g. Melaksanakan Pembekalan Narasumber Nasional Program PKP Berbasis 

Zonasi. 

h. Mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam pelaksanaan Program 

PKP Berbasis Zonasi. 

i. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program 

PKP Berbasis Zonasi. 

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program PKP Berbasis Zonasi. 

2. PPPPTK, LPPPTK-KPTK, dan LPPKS 

PPPPTK, LPPPTK-KPTK, dan LPPKS adalah UPT Ditjen GTK yang 

melaksanakan Program PKP Berbasis Zonasi dengan tugas-tugas sebagai 

berikut. 

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dengan 

pihak terkait. 

b. Melaksanakan Pembekalan Narasumber Nasional (jika didelegasikan 

oleh GTK). 

c. Melaksanakan Pembekalan Instruktur Nasional.  

d. Melaksanakan Pembekalan Guru Inti. 
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e. Melaksanakan Program PKP Berbasis Zonasi. 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program PKP Berbasis Zonasi. 

3. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai, UPT  

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dengan 

pihak terkait. 

b. Melaksanakan Pembekalan Guru Inti. 

c. Melaksanakan Program PKP Berbasis Zonasi. 

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program PKP Berbasis Zonasi. 

4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota  

a. Dinas Pendidikan Provinsi 

1) Mengkoordinasikan Program PKP Berbasis Zonasi di provinsi 

masing-masing. 

2) Melaksanakan Program PKP Berbasis Zonasi bekerja sama dengan 

UPT. 

3) Menetapkan sekolah sebagai pusat zona Program PKP Berbasis 

Zonasi sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan.  

4) Menugaskan/mengijinkan guru sebagai calon instruktur nasional, 

guru inti dan guru untuk mengikuti pembekalan instruktur nasional, 

pembekalan guru inti, atau menjadi peserta Program PKP Berbasis 

Zonasi. 

b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

1) Mengkoordinasikan Program PKP Berbasis Zonasi di kabupaten/kota 

masing-masing. 

2) Melaksanakan Program PKP Berbasis Zonasi bekerja sama dengan 

UPT. 

3) Menugaskan/mengijinkan guru sebagai calon instruktur nasional , 

guru inti, dan guru untuk mengikuti pembekalan instruktur nasional , 

pembekalan guru inti, atau menjadi peserta Program PKP Berbasis 

Zonasi. 
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c. Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (PKG/KKG/MGMP/MGBK) 

1) Melakukan pendataan terhadap anggota komunitasnya. 

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi di 

kelompok kerjanya masing-masing PKG, KKG, MGMP, atau MGBK. 

3) Melaksananak Program PKP Berbasis Zonasi di kelompok kerjanya. 

4) Melakukan evaluasi secara internal berkenaan dengan pelaksanaan 

Program PKP Berbasis Zonasi di kelompok kerjanya. 

5) Komunitas yang mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk 

Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi wajib menyampaikan 

laporan hasil pelaksanaan program kepada UPT pemberi Bantuan 

Pemerintah. 
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BAB III  

PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI 

PEMBELAJARAN BERBASIS ZONASI 

A. Mekanisme Pelaksanaan   

Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dirancang dalam bentuk pelatihan 

berjenjang mulai dari Pembekalan Narasumber Nasional, Instruktur Nasional, 

dan Guru Inti seperti yang digambarkan pada alur berikut. 

 

Gambar 3.1 Alur Implementasi Program PKP Berbasis Zonasi 

Setiap unsur yang terlibat pada Program PKP Berbasis Zonasi dengan alur 

tahapan pada gambar 3.2 berikut. 

 

Gambar 3.2 Alur Tahapan Implementasi Program PKP Berbasis Zonasi 
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B. Struktur Program dan Alokasi Waktu  

Struktur Program PKP Berbasis Zonasi sesuai dengan jenis dan tahapannya 

terdiri dari:  

1. Workshop Tim Pengembang 

2. Pembekalan Narasumber Nasional/ Instruktur Nasional/ Guru Inti 

3. Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi  

yang masing-masing struktur program dengan materi dan waktu pelaksanaan 

kegiatannya disajikan dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 sebagai berikut.. 

Tabel 3.1 Struktur Program Workshop Tim Pengembang 

No. Materi  Waktu (JP) 
Workshop 1  40 
1. Penyusunan Draft Pedoman dan Juknis PKP 
2. Penyusunan Draft Buku Pegangan Pembekalan 

Narasumber/Instruktur /Guru Inti  
3. Penyusunan Draft Unit Pembelajaran 
4.  Penyusunan Draft RPP Berbasis Keterampilan Berpikir Tingkat 

Tinggi 
5. Pengembangan Video Pembelajaran 
6. Penyusunan Draft Instrumen Penjaminan Mutu 
Workshop 2  40 
1. Pembahasan dan Penyempurnaan Draft Pedoman dan Juknis PKP 
2. Pembahasan dan Penyempurnaan Draft Buku Pegangan 

Pembekalan Narasumber/Instruktur 
3. Pembahasan dan Penyempurnaan Draft Unit Pembelajaran 
4. Pembahasan dan Penyempurnaan Draft RPP Berbasis 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 
5. Pengembangan Video Pembelajaran 
6.  Pembahasan dan Penyempurnaan Instrumen Penjaminan Mutu 
Workshop 3  40 
1. Finalisasi Pedoman dan Juknis PKP 
2. Finalisasi Buku Pegangan Pembekalan Narasumber/Instruktur 
3. Finalisasi Unit Pembelajaran 
4. Finalisasi RPP Berbasis Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 
5. Finalisasi Video Pembelajaran 
6. Finalisasi Instrumen Penjaminan Mutu 
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Tabel 3.2 Struktur Program Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur 
Nasional/Guru Inti Program PKP Berbasis Zonasi 

No. Materi  
Jumlah 

JP 

Umum 4 
1.  Kebijakan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran 

Berbasis Zonasi 
2 

2.  Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Keterampilan 
Berpikir Tingkat Tinggi, PPK, dan GLN 

2 

Pokok  53 
3.  Pendalaman Materi Pembelajaran 8 
4.  Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS 8 
5.  Penilaian Berorientasi HOTS 5 
6.  Penyusunan Rencana Pelaksanaan pembelajaran 10 
7.  Praktik Pembelajaran HOTS dalam bentuk Peer Teaching 20 
8.  Strategi Fasilitasi Terhadap Instruktur 2 

Penunjang  3 
9.  Rencana Tindak Lanjut 1 
10.  Tes Awal dan Tes Akhir 2 

 Jumlah 60 
 

Adapun materi dan waktu untuk teori serta praktik pada pembekalan nara 

sumber nasional disajikan dalam Tabel 3.3. sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Alokasi Waktu Teori dan Praktik pada kegiatan Pembekalan Narasumber 
Nasional/Instruktur Nasional/Guru Inti Program PKP Berbasis Zonasi 

No. Materi  
7ÁËÔÕ ɉ*0Ɋ ͽ τυȭ 
Teori  Praktik  

Umum 4 0 
1.  Kebijakan Program Peningkatan Kompetensi 

Pembelajaran Berbasis Zonasi 
2 - 

2.  Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis 
Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi, PPK, dan GLN 

2 - 

Pokok  6 47 
3.  Pendalaman Materi Pembelajaran 2 6 
4.  Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS 2 6 
5.  Penilaian Berorientasi HOTS 1 4 
6.  Penyusunan Rencana Pelaksanaan pembelajaran - 10 
7.  Praktik Pembelajaran HOTS dalam bentuk Peer Teaching - 20 
8.  Strategi Fasilitasi Terhadap Instruktur 1 1 

Penunjang  3 0 
9.  Rencana Tindak Lanjut 1 - 
10.  Tes Awal dan Tes Akhir 2 - 

 Jumlah 60 
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 Tabel 3.4 Struktur Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran  
Berbasis Zonasi 

No. Materi  
Jumlah 

JP 

Umum 2 
1.  Kebijakan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran 

Berbasis Zonasi 
1 

2.  Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Keterampilan 
Berpikir Tingkat Tinggi, PPK, dan GLN 

1 

Pokok  78 
3.  Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS ну 
4.  Penilaian Berorientasi HOTS мс 
5.  Praktik Mengajar  нп 
6.  Laporan Best Practice мл 

Penunjang  2 
7.  Rencana Tindak Lanjut 2 

 Jumlah 82 
 

Program PKP Berbasis Zonasi dilaksanakan dengan pola pembelajaran sebagai 

berikut. 

1. Pelaksanaan In ( in service learning ) 

Pada kegiatan In, peserta dan fasilitator akan melakukan pertemuan tatap 

muka di pusat zona atau tempat lain yang telah ditetapkan. Selama kegiatan 

ini , partisipasi dan sikap peserta selama kegiatan berlangsung dinilai oleh 

fasilitator  sebagai salah satu unsur penilaian kegiatan peningkatan 

kompetensi pembelajaran berbasis zonasi. Hasil yang diharapkan selama 

kegiatan In disesuaikan dengan materi yang disampaikan, baik teori maupun 

praktik, serta tagihan yang harus dikerjakan oleh peserta, seperti yang 

dijelaskan pada Tabel 3.6. 

2. Pelaksanaan On (on the job learning ) 

Peserta On adalah guru yang telah mengikuti kegiatan In-1 dan In-2. Setiap 

kegiatan On dilakukan di sekolah masing-masing peserta selama lebih 

kurang 1 minggu atau setara dengan 10 JP (asumsi 2JP/hari). Hasil yang 

diharapkan selama kegiatan On disesuaikan dengan praktik yang harus 


















































































